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ABSTRAK 
PROSPEK KEWENANGAN DAEIIAII DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD 

Dl KABDPATEN ACEH TAMIANG 

NAMA 
NIM 
J?rogram Stud! 
Pem bim bing I 
Pembimbing II 

.... 
:Zu bir 
: 051801039 
:Magister AdnJ.inistrasi P]J blik 
:Drs. Usman Tarigan, MS 
: Drs. Kariono, MA 

Pelaksanaan sistem desentalisasi yang lebih mengedepankan prinsip otonomi 
daerah menurut UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 menuntut semua pihak untuk 
melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan Qemerintah 
daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi dan 
tugasnya secara tertib dan transparan, terutama dalam memenuhi pelayanan publik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek kewenangan daerah dalam rangka 
peningkatan PAD di Kabupaten Aceh Tamiang. 

Sumber data selama kurun waktu 2004 - 2006 merupakan data sekunder yang 
diambil dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Aceh Tamiang; Kantor Bappeda; 
Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh T artiiang serta 
Biro Keuangan dan Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Aceh Nanggroe 
Darussalam. Analisis data dilakukan secara desk:rifti£ 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang
Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka berbagai kewenangan telah dimiliki oleh 
Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintah Daerah Aceh iamiang pada 
khususnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kewenangan yang belum 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik karena Peraturan Daerahnya atau Surat 
Keputnsan Bupati belum ada. Sebagai dampaknya Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang masih kecil persentasenya dibandingkan dengan 
penerimaan pusat, walaupun sudah ada tambahan hasil yang berasal dari 
operasionalisasi kewenangan. 

Berbagai kendala dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam 
melaksanakan kewenangannya, baik bersifat internal maupun eksternaJ, bersifat 
perangkat lunak (software) mapun perangkat keras (hardware). Berdasarkan hasil 
pembahasan, ternyata prospek kewenangan daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam 
rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih cukup besar. 

Key words : Otonomi Daerah, Pendapatan A$li Daerah, Aceh Tamiang 
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LL Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDA..qULUA.� 

1 

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan oleh hampir 

semua bangsa-bangsa di dunia, karena pembangunan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan bagi bangsa tersebut. Pembangunan 

nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah 

pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk 

mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang. 

Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimilikinya berperan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka otonomi daerah yang diperluas tersebut 

berbagai bentuk kebijakan akan ditempuh oleh organisasi pemerintah daerah dalam 

rangka mela!<.sanakan kewenangan tersebut, yang diharapkan ialah menentukan lebih 

dahulu apa yang akan dikeijakan orang-orang, dengan siapa mereka akan 

mengeijakannya, bagaimana mengeijakan, keputusan apa yang akan mereka buat, 

informasi apa yang akan mereka terima, bilamana dan bagaimana, serta berapa kali 

mereka akan melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan tertentu. 

Sehubungan dengan hal ini, maka daerah otonom akan dituntut untuk menyusun 

rencana, kebija.l(an, prosedur, peraturan, saluran laporan, garis wewenang dan 

komunikasl. Suatu kebijakan dalam impiementasinya menurut Abdul Wahab (2004 ), 

tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-
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2 

keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan 

lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan, siapa yang memperoleh 

kebijakan dan apa yang diperoleh dari kebijakan. Kebanyakan kebijakan negara 

berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam 

ketentuan, dan ketetapan. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 dalam konteks di atas adalah suatu kebijakan, dimana 

kebijakan tersebut berbentuk aturan yang mengatur seberapa besar dan seberapa luas 

kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun :2004 (pasal 1, huruf h), bahwa 

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya kewenangan Daerah Kabupaten/Kota menurut Bryant dan White 

(1987) adalah bentuk dari kewenangan politik dan kewenangan administratif, dimana 

bobot dari kedua bentuk tersebut akan mencerminkan otonomi daerah di Indonesia. 

Pemberian · wewenang pada Pemerintah Daerah sedikit ban yak harus diikuti dengan 

sistem pembiayaan pada Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsinya pada 

pembangunan. 

Dalam rangka merijabarkan otonomi, maka sumber pembiayaan di Pemerintah 

Daerah seharusnya mampu ditanggung oleh Pemerintah Daerah sendiri di samping 

Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, untuk itu sudah selayaknya 
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